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BAB I 
PENDAHULUAN

A.  
Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan salah satu permasalahan hukum pidana yang masih menjadi perhatian serius dalam penegakan hukum di Indonesia. Narkotika tidak hanya menimbulkan dampak terhadap kesehatan pengguna, tetapi juga dapat merusak kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika dipandang sebagai kejahatan yang memerlukan penanganan hukum secara tegas, terarah, dan berkelanjutan.

Narkotika pada dasarnya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum. Penggunaan, penguasaan, pembelian, penjualan, maupun peredaran narkotika tanpa hak dan melawan hukum merupakan perbuatan pidana. Hal ini menunjukkan bahwa hukum narkotika tidak hanya mengatur pengguna, tetapi juga mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam rantai penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Salah satu jenis narkotika yang sering ditemukan dalam praktik penegakan hukum adalah sabu. Sabu termasuk narkotika golongan I bukan tanaman yang memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Karena sifatnya yang berbahaya, setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara, atau menyerahkan sabu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peredaran sabu pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan sering melibatkan hubungan antarpelaku dalam suatu jaringan. Jaringan peredaran narkotika dapat terdiri atas penjual, pembeli, pengguna, kurir, perantara, penghubung, maupun pihak yang menyediakan atau memperoleh barang dari pihak lain. Oleh karena itu, dalam perkara narkotika, penyidik tidak cukup hanya membuktikan keberadaan barang bukti, tetapi juga perlu menelusuri hubungan tersangka dengan pihak lain yang diduga menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika.

Keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika dapat diketahui melalui hubungan komunikasi, riwayat pembelian, keterangan tentang sumber narkotika, hubungan dengan penjual, serta tujuan penguasaan narkotika tersebut. Hubungan tersangka dengan penjual sabu menjadi aspek penting karena dapat menunjukkan apakah tersangka hanya sebagai penyalahguna, pembeli, penghubung, atau pihak yang memiliki keterkaitan lebih jauh dalam rantai peredaran narkotika. Dengan demikian, hubungan dengan penjual sabu perlu dianalisis secara yuridis agar peran tersangka dapat dikonstruksikan secara tepat.

Permasalahan tersebut tampak dalam perkara narkotika yang ditangani oleh Polres Batu Bara terhadap tersangka Mhd. Roni. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, Mhd. Roni diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, subsider Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam BAP tersebut dijelaskan bahwa Mhd. Roni ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 April 2026 sekitar pukul 17.00 WIB di Gang Sentosa Dusun VI Desa Indrayaman, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Pada saat penangkapan, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa satu buah plastik klip transparan berisikan narkotika sabu dan satu unit handphone Android merek Vivo warna Mocha Brown dengan casing warna coklat. Barang bukti sabu tersebut ditemukan pada handphone milik tersangka dan diakui diletakkan sendiri oleh tersangka.

Keterangan tersangka dalam BAP menunjukkan bahwa sabu tersebut bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi menurut pengakuannya akan diserahkan kepada seseorang yang tidak dikenal identitasnya. Tersangka menjelaskan bahwa orang tersebut sering ditemuinya di pelabuhan dan diketahui bekerja sebagai nelayan. Fakta ini penting karena menunjukkan adanya indikasi hubungan antara tersangka dengan pihak lain dalam proses perolehan dan penyerahan sabu, sehingga perkara tersebut tidak hanya dapat dilihat sebagai penyalahgunaan narkotika secara individual.

Selain itu, tersangka menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Ijal, warga Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara. Tersangka menyatakan memperoleh sabu dari Ijal pada hari Selasa tanggal 21 April 2026 sekitar pukul 01.00 WIB di depan rumah warga di Desa Bagan Dalam, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, dengan cara membeli seharga Rp30.000,00. Keterangan ini menunjukkan adanya hubungan langsung antara tersangka dengan seseorang yang disebut sebagai penjual sabu.

Hubungan tersangka dengan penjual sabu semakin terlihat dari keterangan bahwa tersangka mengetahui Ijal sebagai penjual sabu melalui seorang perempuan bernama Saroh, yang disebut sebagai pacar Ijal. Tersangka menerangkan bahwa ia pernah diajak mengonsumsi sabu bersama Ijal dan Saroh, kemudian Saroh menceritakan bahwa Ijal merupakan penjual sabu. Tersangka juga menyebut pernah menanyakan kepada Ijal dari mana sabu tersebut diperoleh, dan Ijal menyatakan bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama Epan.

Fakta dalam BAP tersebut menunjukkan adanya rangkaian hubungan antara tersangka, Ijal, Saroh, dan Epan yang perlu dianalisis dalam perspektif hukum pidana. Hubungan tersebut dapat menjadi petunjuk awal untuk melihat keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika, khususnya melalui relasinya dengan penjual sabu.
 Namun demikian, keterlibatan dalam jaringan tidak dapat disimpulkan hanya dari pengakuan atau hubungan sosial semata, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti, kronologi, barang bukti, komunikasi, dan hasil pengembangan penyidikan.

Dalam perkara ini, terdapat pula keterangan bahwa tersangka membeli sabu menggunakan uang dari teman yang tidak diketahui identitasnya. Tersangka menjelaskan bahwa awalnya seseorang yang sering ditemuinya di pelabuhan meminta tolong untuk membeli sabu dan memberikan uang sebesar Rp30.000,00. Setelah uang tersebut dipakai untuk membeli nasi, tersangka kemudian menemui Ijal dan meminta sabu dengan cara berutang terlebih dahulu, untuk selanjutnya diantarkan kepada orang yang menitipkan uang tersebut. Fakta ini memperkuat relevansi penelitian karena terdapat indikasi peran tersangka sebagai penghubung antara pembeli dan penjual sabu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Keterlibatan Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Jaringan Narkotika (Studi Kasus Polres Batubara)”.
B. 
Rumusan Masalah

 
Dari penjabaran latar belakang diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana pembuktian yang dilakukan penyidik Polres Batubara terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika?
3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik Polres Batubara dalam membuktikan keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika?
C. 
Tujuan Penelitian
   
Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Mengkaji pembuktian yang dilakukan penyidik Polres Batubara terhadap keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika
3. Menganalisis kendala yang dihadapi penyidik Polres Batubara dalam membuktikan keterlibatan pelaku tindak pidana narkotika dalam jaringan narkotika.
D. 
Manfaat Penelitian
Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum narkotika, terutama mengenai keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran narkotika melalui hubungan dengan penjual sabu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik mengenai pembuktian hubungan antarpelaku dalam tindak pidana narkotika, konstruksi peran tersangka dalam jaringan peredaran narkotika, serta penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi penyidik Satresnarkoba Polres Batubara dalam menangani perkara peredaran narkotika yang melibatkan hubungan antara tersangka dengan penjual sabu. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menganalisis keterangan tersangka, barang bukti, hubungan komunikasi, kronologi transaksi, serta proses pengembangan perkara untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika secara lebih tepat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pemahaman dalam bidang hukum pidana serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan.
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